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ABSTRAK

Permasalahan utang piutang yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan
melalui kesepakatan perdamaian yang dilakukan dengan cara debitur mengajukan
rencana perdamaian kepada kreditur. Hukum kepailitan di Amerika mengatur bahwa
rencana perdamaian tidak hanya dapat diajukan oleh debitur saja melainkan dapat
diajukan oleh kreditur atas dasar kreditur juga memiliki kepentingan. Mengingat
kreditur juga sebetulnya memiliki kepentingan atas piutangnya maka seharusnya
hukum di Indonesia pun memperbolehkan kreditur untuk mengajukan rencana
perdamaian, apalagi tidak ada hukum yang mengatur kreditur dalam hal mengajukan
rencana perdamaian.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yang
bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer, sekunder, dan tersier. Pada
penelitian ini juga penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan
serta pendeketan konseptual. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan
studi kepustakaan yang kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan
teknik analisis data kualitatif.

Apabila dikaji secara normatif, maka tindakan kreditur yang mengajukan
rencana perdamaian tidak berkepastian hukum karena Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tidak mengatur hak kreditur untuk melakukan hal itu. Meski begitu,
tindakan kreditur yang mengajukan rencana perdamaian pun tidak dapat sepenuhnya
dikatakan salah karena menurut teori hukum progresif, hukum untuk manusia dan
bukan sebaliknya sehingga sudah sepatutnya hukum memberikan kesejahteraan dan
kebahagiaan. Tindakan kreditur yang mengajukan rencana perdamaian tidak
memberikan dampak buruk bagi siapapun, justru tindakan tersebut tidak hanya menjadi
hak kreditur namun juga bermanfaat bagi kedua belah pihak, karena yang terpenting
dari rencana perdamaian adalah persetujuan dari kedua belah pihak.
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ABSRTRACT

Debt problems that occurred in Indonesia can be resolved peacefully through
peace agreement which carried out by debtor submitting a peace plan to the creditor.
Bankruptcy Code in America rules that a peace plan could be submitted not only by
debtor but also by creditor on the basis that the creditor also has an interest.
Considering that creditor also has an interest on their receivables, the law of Indonesia
also should allow creditor to propose a peace plan, especially there are no law that
regulates creditor in proposing a peace plan.

This kind of research which used by the author is juridical descriptive
normative with primary, secondary, and tertiary data types. In this research, the author
also used the statutory and conceptual approach. Data collection for the research was
conducted with the literature study and then the data will be analysed by using
qualitative data analysis techniques.

If it’s assessed normatively, the action of creditors who propose a peace plan
are lawless because the Act Number 37 of 2004 does not regulate the creditor’s right
to do so. Even so, the action of creditor’s who propose a peace plan cannot be said to
be completely wrong because progressive legal theory said that the law is for human
and not vice versa, then it necessarily for the law to provide welfare and happiness.
The action of creditors who propose a peace plan do not have a bad effect on anyone,
instead these actions are not only the right of creditors but also beneficial for both
parties, because the most important thing from the peace plan is the agreement of both
parties.
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